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PERATI'RAIT DAERAII KABT'PATEIT }IA"'ALEITGKA

NOMOR 5 TAHUN 2015

PERIIBAIIAIT ATAS
PERATURAIT DAERAII KABI'PATEil MA"IALEITGKA
IYOUOR 9 TAHI'IY 2OIO TEITTAilG PA"IAI( DAERAH

I(ABTIPATEN UA"'ALEITGKA -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :
l

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian daerah
Kabupaten Majalengka dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Majalengka, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2OtO tentang Pajak Daerah
Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan

b. bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2OlO Tentang
Pqiak Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Undang-Undang Nomor 14 Tallun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Pumrakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun f 983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajAkan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTaO\

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 129, Tanbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelen ggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 .Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nornor 47, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO\
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38l;

1O. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor Lt2 Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O3S);

1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor l3O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791; 1

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Tata Cara
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor.25, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51O7);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OIO tentang Tata Cara Pemberian
Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OOT tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2, Tarnbahan lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 2l;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 2);

2O. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2OO9 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 1O) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2OlI
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
10 Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2}ll Nomor
8);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2OI4-2O18 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2Ol4
Nomor 1);

Deagaa Persetujuan Bersama
DEWAIS PERWAIULIIIT RAI(YAT DAERAII

KABI'PATEIY UA"'ALEITGKA
dan

BUPATI MA"TALEITGKA

MEUUTUSIIAIY :

Menetapkan :

PERATIIRAIT DAERAII TENTAITG.PERI'BAIIAII ATAS PERATURAIT DAERAII
KABUPATEIT MA"IALEITGKA ITOMOR 9 TAIII'I$ 2OI]O TEITTAITG PA*'AI(
DAERAH KABT'PATEil MA*TALEITGKA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9
Tahun 2OLA Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2O1O Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 30
berbunyi sebagai berikut :
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Pasat 3()

(1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh non industri, tarif
pajak penerangan jalan ditetapkan :

a. Bisnis sebesar 8 % (delapan persen);

b. Rumah Tangga sebesar 7 o/o (tujtth persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 3o/o (ttga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar l,5o/o (satu koma lima persen).

2. Ketentuarr Pasal 88 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (41 sehingga
keseluruhan Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

(1) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupd. bunga sebesar 2 Yo (dua persen)
setiap bulan untuk paling lama 15 fiima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak dan ditagih melalui STPD.

(21 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 1 dan arrrgka 2
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dlua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang.atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi
administratif berupa kenai,kan sebesar 25olo (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar
2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling larna 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(41 Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat
(3), terhadap wqiib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya
dikenakan juga sanksi berupa teguran, pencabutan sementara izin
usaha, pencabutan tetap izin usaha, penghentian sementara kegiatan
dan penghentian tetap kegiatan secara bertahap sesuai peraturan
perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya daJarn kmbaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal $ tiSbuu3$,fdr:

BUPATI MA.IALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggatS NoPenb*r ?$1)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2OI5 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,

I(EPALA BAGHN HTIKIIU
SEXRETARIS DAERAII

KABUPATEIT UA.'ALEilGKA

GIIil GI'tr U.D.. S.H.. il.Pd
rYrP. 1968,0,3,27 1996()3 I OO3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (272/2075)

SEKR TARIS DAERAII
KABT'PATIII MA"IALEITGI(A,

n
/{rl"t

ADE RACHilAT ALI


